SALINAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 2g TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI

Menimbang

Mengingat

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM,

. bahwa di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam

terdapat Non Pegawai Sipil Negeri Dokter yang lulus
menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja yang belum diatur dalam
Peraturan Wali Kota terkait Pemberian Tambahan
Penghasilan,;

: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota
Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kota Pagar Alam.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13



10.

11.

12.

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Und.jjmg. Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
II:{}ZI;JI?:;&U“i:Eifnd;S;gg (LeNmbaran Negara Republik
omor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undan.g—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerm_tahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Repulik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 6477);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6718);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita



Menetapkan
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15.
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19.

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1636);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun
2024 Nomor 3);

Peraturan Wali Kota Nomor 83 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Presensi Elektronik di Lingkungan
Pemerintah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar
Alam Tahun 2021 Nomor 83);

Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam (Berita
Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR
ALAM




Pasal I

Ketetuan Pasal 26 dalam Peraturan Wali Kota Nomor 9
Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota
Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024
Nomor 9) diubah sebagai berikut:

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

(1) Dalam hal terdapat mutasi atau promosi jabatan
ASN, maka diatur sebagai berikut:

a. apabila mutasi atau promosi jabatan ASN di
lingkungan Pemerintah Kota dilaksanakan pada
tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10
(sepuluh), maka tambahan penghasilan
dibebankan pada perangkat daerah baru
berdasarkan jabatan baru;

b. apabila mutasi atau promosi jabatan ASN
dilaksanakan setelah tanggal 10 (sepuluh), maka
tambahan penghasilan bulan berkenaan
dibebankan pada perangkat daerah lama,
berdasarkan jabatan lama, sedangkan tambahan
penghasilan bulan berikutnya dibebankan pada
Perangkat Daerah baru berdasarkan jabatan
baru;

c. apabila mutasi atau promosi jabatan ASN pada
jabatan fungsional atau jabatan pelaksana di
tahun anggaran berjalan, maka pemberian TPP
tetap dibayarkan sesuai dengan kelas jabatan
ASN sebelumnya.

(2) Dalam hal PNS yang pindah ke instansi lain di luar
Pemerintah Daerah, maka pembayaran Tambahan
Penghasilan diberikan sampai dengan terbitnya surat
keputusan mutasi.

(3) Dalam hal ASN dari luar daerah/instansi pemerintah
yang pindah masuk ke Pemerintah Daerah, maka
pembayaran TPP terhitung 1 (satu) tahun setelah
ditetapkannya Surat Pernyataan Melaksanakan
Tugas

(4) Untuk Calon Pegawai Negeri Sipil Dokter yang lulus
di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam akan
diberikan TPP dengan perhitungan sejak tanggal
diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan indikator kelangkaan profesi.




(5) Dalam hal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja dapat diberikan TPP, maka akan diberikan TPP
dengan besaran sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah.

Pasal 11
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

pada tanggal. | dgoer 225
WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

" LUDI OLIANSY-AH

Diundangkan di Pagar AlAm
pada tanggal Il AQustusS /o0 25
Pj. SEKRETARIS-DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

ZAILY OKTOSAB FITRI ABIDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025 NOMOR 29
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